
BUPATI KERINCI 
PROVINSI JAMB! 

PERATURAN BUPATI KERINCI 
NOMOR 2/2. TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN 
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI,  

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan 
Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
meningkatkan pendapatan desa melalui berbagai kegiatan 
ekonomi masyarakat desa, dipandang perlu membentuk 
Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi desa, serta peluang pasar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1643); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 	5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 
Usaha Milik Desa; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana 
telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hula= Daerah 
Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci 
Tahun 2014 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, 
PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN 
USAHA MILIK DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Provin.si adalah Provinsi Jambi. 
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 
3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. Desa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 



8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan i penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah 
penjabaran dan i Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dan i kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pa sal 2 
BUM Desa diselenggarakan berdasarkan asas pemberdayaan, kekeluargaan, 
kegotongroyongan, manfaat, adil, berkelanjutan, kemandirian, efisiensi, 
profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. 

Pa sal 3 
Pendirian BUMDesa bertujuan: 
a. meningkatkan perekonomian Desa; 
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; 
d. mengembangkan rencana kerja sarana usaha antar Desa dan/atau dengan 

pihak ketiga; 
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan 

umum warga; 
f. membuka lapangan kerja; 
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, 

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan 
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Ash Desa. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
Lingkup pengaturan Peraturan Daerah mencakup pendirian, pengurusan, 
pengelolaan, pembubaran, pembinaan, dan pengawasan BUM Desa. 

BAB IV 
PEN DIRIAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasa I 5 
(1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa yang ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. 
(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

mempertimbangkan: 
a. adanya inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat Desa; 
b. adanya potensi usaha ekonomi Desa; 
c. tersedianya sumberdaya alam di Desa; 



d. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; 
e. adanya penyertaan modal dan i Pemerintah Desa untuk pembiayaan BUM 

Desa; dan/ atau 
f. adanya aset Desa yang dapat diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dani 

usaha BUM Desa. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pendirian 

Pa sal 6 
(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disepakati 

melalui Musyawarah Desa. 
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh 

BPD dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 
(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati: 

a. pendirian BUM Desa; 
b. organisasi pengelola BUM Desa; 
c. modal usaha BUM Desa; 
d. Anggaran Dasar BUM Desa; dan 
e. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. 

(4) Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling 
sedikit memuat: 
a. nama dan tempat kedudukan; 
b. asas dan tujuan; 
c. jangka waktu; 
d. wilayah usaha; 
e. bidang usaha; 
f. kepemilikan modal; 
g. organisasi pengelola; 
h. hak dan kewajiban; 
i. tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengurus; 
j. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan; 
k. pertanggungjawaban; 
1. pembubaran; dan 
m. 	pembinaan dan pengawasan. 

(5) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
e paling sedikit memuat: 
a. hak dan kewajiban pengurus; 
b. masa bakti kepengurusan; 
c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus; 
d. jenis usaha; dan 
e. sumber permodalan. 

(6) Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa 
tentang Pendirian BUM Desa. 

Pasal 7 
(1) Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) untuk dibahas dalam Rapat 
BPD. 

(2) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa setelah 
mendapatkan persetujuan BPD. 

(3) Kepala Desa membuat akta pencatatan oleh notaris ata.s pendirian BUM Desa 
serta pencatatan atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa. 



Bagian Ketiga 
Pendirian BUM Desa Bersama 

Pasal 8 
(1) Dalam rangka kerja sarna antar-desa dan/atau pelayanan usaha antar-Desa 

dapat dibentuk BUM Desa Bersama yang merupakan milik 2 (dua) desa atau 
lebih. 

(2) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melal-ui pendirian BUM Desa Bersama atau penggabungan BUM Desa 
yang ada. 

(3) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) serta pengelolaannya disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang 
difasilitasi oleh badan kerja sama antar-desa. 

(4) Musyawarah antar-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyepakati: 
a. pendirian atau penggabungan; 
b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; 
c. organisasi pengelola; 
d. tugas dan kewenangan pengelola; 
e. jenis usaha; 
f. permodalan usaha; 
g. bagi hasil usaha; 
h. kerugian dan kepailitan; 
i. pengembangan kegiatan usaha; 
j. laporan pertanggungjawaban; dan 
k. pembinaan dan pengawasan. 

(5) Kesepakatan Musyawarah antar-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
menjadi pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa 
tentang Pendirian BUM Desa Bersama. 

(6) Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama 
ditetapkan dengan persetujuan masing-masing BPD. 

BAB V 
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN 

Bagian Kesatu 
Bentuk dan Kedudukan 

Pasal 9 
BUM Desa berbentuk badan usaha induk yang mengelola unit-unit usaha produktif 
yang sudah dan atau akan dikembangkan oIeh Pemerintah Desa dan/atau 
masyarakat Desa. 

Pasal 10 
(1) BUM Desa berkedudukan di Desa yang bersangkutan. 
(2) Dalam hal pengembangan usaha, BUM Desa dapat membuka perwakilan di luar 

wilayah Desa yang bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Organisasi Pengelola 

Paragraf 1 
Bentuk Organisasi 

Pasal 11 
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dan i organisasi Pemerintahan Desa. 



Pasal 12 
(1) Organisasi pengelola BUM Desa terdiri dan: 

a.penasehat; 
b.pelaksana operasional; dan 
c.dewan pengawas. 

(2) Kententuan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja BUM Desa diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 2 

Penasehat 
Pasal 13 

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berfungsi 
mewakili kepentingan pemerintah desa. 

(2) Penasehat dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan. 

Pasal 14 
Penasehat mempunyai tugas: 
a. memberikan nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUM 

Desa; 
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi 

pengelolaan BUM Desa; 
c. memberikan perlindungan terhadap usaha desa yang dikelola oleh BUM Desa; 

dan 
d. memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja 

BUM Desa. 

Pasal 15 
Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Penasehat 
berwenang: 
a. meminta penjelasan dati Direksi mengenai persoalan yang menyangkut 

pengelolaan usaha Desa; dan 
b. meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk meminta 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan BUM Desa. 

Paragraf 3 
Pelaksana Operasional 

Pasal 16 
(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b 

dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa. 
(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang. 

Pasal 17 
Pelaksana Operasional mempunyai tugas: 
a. mengelola BUM Desa; 
b. mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan 

ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa; dan 
c. menggali potensi usaha ekonomi desa untuk menumbuh kembangkan BUM 

Desa 

Pasal 18 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pelaksana 
Operasional berwenang: 
a. membuat rencana bisnis dan anggaran BUM Desa; 
b. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya; 
c. memanfaatkan potensi usaha Desa untuk menumbuhkembangkan BUM Desa; 



d. mengembangkan unit usaha dengan pesertujuan Penasehat dan Dewan 
Pengawas; dan 

e. mengangkat dan memberhentikan karyawan BUM Desa. 

Pasal 19 
Pelaksana Operasional mempunyai kewajiban: 
a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa; 
b. membuat laporan keuangan setiap bulan; 
c. membuat laporan perkembangan kegiatan setiap bulan; dan 
d. memberikan laporan perkembangan BUM Desa kepada masyarakat Desa 

melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 
tahun. 

Pasal 20 
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Pelaksana Operasional 
dapat menunjuk Manajer Unit Usaha sesuai dengan kapasitas dan fungsi 
operasional unit usaha. 

Pasal 21 
Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi: 
a. memiliki jiwa wirausaha; 
b. memiliki wawasan bisnis; 
c. memiliki kecakapan manajerial; 
d. berkomitmen terhadap kemajuan perekonomian Desa; 
e. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, serta teliti dan tekun; 
f. berpendidikan minimal setingkat SMA atau sederajat; 
g. pada saat dipilih berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling 

tinggi 60 (enam puluh) tahun; 
h. tidak merangkap jabatan di Pemerintahan Desa atau BPD; 
i. diutamakan bagi yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan usaha; dan 
j. diutamakan bagi penduduk Desa setempat. 

Pasal 22 
Anggota Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan: 
a. meninggal dunia; 
b. telah selesai masa tugas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga; 
c. mengundurkan din; 
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat 

perkembangan kinerja BUM Desa; atau 
e. terlibat dalam kasus pidana dan te 1 ah ditetapkan sebagai tersangka. 

Paragraf 5 
Dewan Pengawas 

Pasal 23 
(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c 

berfungsi mewakili kepentingan masyarakat desa. 
(2) Dewan Pengawas dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa. 
(3) Susunan kepengurusan Dewan Pengawas terdiri dan: 

a.ketua merangkap anggota.; 
b.wakil ketua merangkap anggota; 
c. sekretaris merangkap anggota; dan 
d.anggota. 

(4) Kepengurusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial. 
(5) Masa bakti Dewan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga. 



Pasal 24 
Dewan Pengawas mempunyai tugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap pengurus BUM Desa; 
b. melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa; dan 
c. mengevaluasi kinerja BUM Desa, 

Pasal 25 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dewan 
Pengawas berwenang menyelenggarakan Rapat Gabungan bersama Penasehat 
untuk: 
a. menetapkan kebijakan pengembangan usaha BUM Desa; 
b. mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran BUM Desa; dan 
c. mengevaluasi kinerja Direksi. 

Pasal 26 
Dewan Pengawas mempunyai kewajiban mencari jalan keluar apabila terjadi 
penurunan kinerja BUM Desa. 

Paragraf 6 
Hak Pengurus 

Pasal 27 
(1) Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas BUM Desa berhak 

atas penghasilan yang sah dan i pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan 
kemampuan keuangan BUM Desa. 

(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat 
diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa; 

(3) Besaran penghasilan dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) ditetapkan. dengan Keputusan Kepala Desa selaku Penasehat 
BUM Desa berdasarkan kesepakatan musyawarah desa. 

Paragraf 7 
Larangan bagi Pengurus 

Pasal 28 
(1) Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Dewar' Pengawas BUM Desa dilarang 

menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. 
(2) Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Dewan Pengawas BUM Desa dilarang 

mengambil keuntungan pribadi dan i pelaksanaan kegiatan BUM Desa, 

Bagian Ketiga 
Modal 

Pasal 29 
(1) Modal awal BUM Desa bersumber dan APBDesa. 
(2) Modal usaha BUM Desa terdiri atas: 

a.penyertaan modal desa; dan 
b.penyertaan modal masyarakat desa. 

Pasal 30 
(1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a 

terdiri atas: 
a. hibah dan i pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/ atau 

lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa; 
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten 

yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;dan 
c. aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Pasal 31 
Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 
huruf b berasal dan i tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat. 

Bagian Keempat 
Bidang Usaha dan Unit Usaha 

Pasal 32 
BUM Desa dapat mengelola bisnis sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 

Pasal 33 
(1) Pengelolaan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh 

unit-unit usaha yang berbadan hukum. 
(2) Unit usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

Perseroan Terbatas yang dibentuk dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 
BUM Desa, dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan 
tentang Perseroan Terbatas. 

(3) Dalam hal menjalankan bisnis jasa keuangan, BUM Desa membentuk Lembaga 
Keuangan Mikro dengan saham BUM Desa sekurang-kurangnya sebesar 60% 
(enam puluh per seratus), dan diselenggarakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro. 

(4) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, 
pengelolaan bisnis dilakukan oleh BUM Desa dengan bentuk organisasi 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 

Bagian Kelima 
Pengembangan Usaha 

Paragraf 1 
Strategi Pengembangan Usaha 

Pasal 34 
(1) Pengembangan usaha dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan 

hasil studi kelayakan pengembangan usaha. 
(2) Pengembangan usaha dilakukan dengan cara: 

a.mendirikan unit usaha; 
b.melakukan kerjasama antar BUM Desa; dan 
c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. 

(3) Kegiatan pengembangan usaha dilakukan oleh Pelaksana Operasional dengan 
persetujuan Penasehat dan Dewan Pengawas sebagai wakil dan Pemerintahdan 
masyarakat desa. 

(4) Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha dipertanggungjawabkan kepada 
Penasehat dan Dewan Pengawas. 

Paragraf 2 
Pendirian Unit Usaha 

Pasal 35 
Pendirian unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a 
didasarkan pada hasil studi kelayakan pendirian unit usaha yang mencakup kajian 
tentang: 
a. aspek teknis dan tekn.ologi, 
b. aspek manajemen dan sumber daya manusia, 
c. aspek keuangan, 
d. aspek sosial, budaya, ekonomi,dan politik, 
e. aspek lingkungan usaha dan lingkungan hidup; dan 
f. aspek perencanaan usaha. 



Paragraf 3 
Kedasama Antar BUM Desa 

Pasal 36 
(1) Kerjasama antar BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) 

huruf b dapat dilakukan antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih. 
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu 

Kecamatan atau antar kecamatan. 

Pasal 37 
(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dibuat dalam naskah 

perjanjian kerjasama. 
(2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat ketentuan tentang: 
a. subjek kerjasama; 
b. objek kerjasama; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban; 
e. pendanaan; 
f. keadaan memaksa; 
g. pengalihan aset; 
h. penyelesaian perselisihan; dan 
i. pembinaandan pengawasan. 

(3) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh 
Pelaksana Operasional dan i masing-masing BUM Desa yang bekerja sama. 

Paragraf 4 
Kerjasama dengan Pihak Ketiga 

Pasal 38 
(1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat(2) 

huruf c didasarkan pada prinsip-prinsip kemitraan dengan asas saling 
membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam naskah 
perjanjian kerjasama. 

(3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
sedikit memuat ketentuan tentang: 
a. subjek kerjasama; 
b. objek kerjasama; 
c. jangka waktu; 
d. hak dan kewajiban; 
e. pendanaan; 
f. keadaan memaksa; 
g. pengalihan aset; dan 
h. penyelesaian perselisihan. 

(4) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditandatangani oleh Pelaksana Operasional BUM Desa dan pimpinan pihak 
ketiga. 

Bagian Keenam 
Alokasi Hash l Usaha 

Pasal 39 
(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan i hashl 

transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak 
lainnya, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun 
buku. 



(2) Hasil usaha dapat dimanfaatkan untuk: 
a. pengembangan usaha; 
b.pemberdayaan masyarakat desa; 
c. pemberian hibah untuk masyarakat miskin; 
d.pemberian bantuan sosial; dan 
e. kesejahteraan pengurus dan. karyawan. 

(3) Tata cara pembagian dan pemanfaatan hasil usaha diatur dalam Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. 

Bagian Ketujuh 
Kepailitan 

Pasal 40 
(1) Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi beban BUM Desa. 
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan 

yang dimilikinya, BUM Desa dinyatakan rugi melalui musyawarah desa. 
(3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugia.n dengan aset 

dankekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketetuan 
perundang-undangan tentang kepailitan. 

Bagian Kedelapan 
Pertanggungjawaban dan Audit 

Paragraf 1 
Pertanggungjawaban 

Pasal 41 
Pelaksana Operasional mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan. 

Pasal 42 
(1) Pelaksana Operasional bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan kepada 

masyarakat Desa yang diwakili oleh BPD. 
(2) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional kepada Pemerintah dan 

masyarakat Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilak-ukan dalam 
bentuk: 
a.menyampaikan laporan keuangan BUM Desa setiap bulan; 
b.menyampaikan laporan kegiatan unit-unit usaha setiap 3 (tiga) bulan; dan 
c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada setiap akhir tahun. 

Pasal 43 
(1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) 

huruf c sekurang-kurangnya hams memuat: 
a. laporan kinerja pengelolaan selama satu tahun atau satu periode; 
b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya 

pengembangan, dan indikator keberhasilan; 
c. laporan keuan.gan, termasuk rencana penggunaan hasil usaha; dan 
d. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi. 

(2) Laporan Pertanggungjawaban se bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat desa melalui 
musyawarah desa. 



Pasal 44 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan perkembangan BUM Desa kepada Bupati 

melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dan i Laporan 

Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPP Desa) Akhir Tahun Anggaran atau 
Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa. 

Paragraf 2 
Audit 

Pasal 45 
(1) Audit keuangan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

tahun. 
(2) Apabila dipandang perlu dapat dilakukan audit menyeluruh terhadap kinerja 

BUM Desa. 
(3) Audit dilakukan oleh akuntan publik dan/ atau aparat pengawas daerah. 

Bagian Kesembilan 
Pembubaran 

Pasal 46 
(1) BUM Desa dapat dibubarkan dengan Peraturan Desa. 
(2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

apabila: 
a. BUM Desa mengalami kerugian terus-menerus; 
b. BUM Desa dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan 
c. adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan BUM Desa 

hams dibubarkan. 
(3) Semua akibat yang timbul dan i pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa. 
(4) Aset yang dimiliki oleh BUM Desa yang sudah dibubarkan menjadi milik 

Pemerintah Desa. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 47 
(1) Pembinaan, peman.tauan, dan evaluasi BUM Desa menjadi tanggung jawab 

Bupati yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemberdayaan pemerintahan desa dan/ atau 
masyarakat Desa dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. 

(2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputii 
a. pembinaan manajemen operasional BUM Desa; 
b. pendidikan dan pelatihan bagi manajemen BUM Desa dan unit-unit usaha; 
c. pembinaan manajemen bisnis unit-unit usaha; 
d. pembinaan teknis operasional unit-unit usaha; 
e. pelatihan teknis operasional unit-unit usaha; 
f. supervisi teknis pengembangan usaha; 
g. supervisi teknis dan manajemen operasional unit-unit usaha; 
h. fasilitasi akses permodalan; 
i. pengawasan pengelolaan BUM Desa dan unit-unit usaha; dan 
j. evaluasi kinerja BUM Desa dan unit-unit usaha. 
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Pasal 48 
pada tanggal diundangkan. 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
larri Berita Daerah Kabupaten Kerinci. 

Ditetapkan di Sungai Penuh 
pada tanggal 26 WU I 	2019 

BUPATI KERINCI, 

k AsISTEN 

.SEKD 
Diundangkarreit-8 
pada tanggal 	Jo nil 

WIA.1141.,  

ADI OZAL 

2019 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI, 

GASDINUL GAZAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI 
TAHUN 2019 NOMOR 
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